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Eksistensi Organisasi Sayap Parpol (OSP) 
dalam Sistem Politik

Oleh: Dr.rer.pol. Mada Sukmajati

Teori 1: Tautan Parpol dan Masyarakat
(Poguntke, 2002)
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Teori 2: Spesifikasi atas Tautan Formal 

Teori 3: Relasi Parpol dengan Organisasi2 Pengiringnya
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Jumlah OSP di Indonesia
(Aminuddin, akan terbit)

Studi Kasus: PDI Perjuangan

• Bagian Kelima Komunitas Juang di dalam Anggaran Dasar Tahun 2015-
2020 
• Pasal 1: Komunitas Juang Partai berbentuk unit kerja, organisasi sayap, 

organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya.

• Pasal 2: Komunitas Juang Partai bertugas melakukan pengorganisasian rakyat
sesuaijenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis 
Partai.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Juang Partai diatur dalam ART

• OSP  Banteng Muda Indonesia (2000) yg awalnya adalah ormas, 
Baitul Muslimin Indonesia (2007), Repdem, Srikandi Indonesia, Ganti
(Gerakan Tani dan Nelayan) (2013), Taruna Merah Putih, Kawulo Alit
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Studi Kasus: Partai Golkar

• Pasal 5 AD:
(1) Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai

pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam
rangka memperkuat basis dukungan partai;

(2) Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh
Rapat Pimpinan Nasional; 

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

• OSP   Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kelompok Perempuan
Partai Golkar (KPPG), Satuan Kerja (Satker) Ulama, Majelis Dakwah Indonesia 
(MDI), Himpunan Wanita Karya (HWK), Al-Hidayah dan Angkatan Muda 
Pembaharuan Indonesia (AMPI)

• Kelompok Induk Organisasi (KINO)  Tujuh KINO itu adalah Koperasi Serbaguna
Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, 
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas
Pertahanan Keamanan (HANKAM), dan Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 
 sebagian berbadan hukum

Studi Kasus: Partai Gerindra

ORGANISASI SAYAP

Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya

(AKSIRA)
Orsap di bidang sosial

Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) Orsap yang mewadahi Purnawirawan TNI dan

Polri

https://surabaya.tribunnews.com/tag/golkar
https://surabaya.tribunnews.com/tag/golkar
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Studi Kasus: PKS

• Ayat 6 Pasal 13 AD  Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk
Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota

• Ayat 1 Pasal 25 AD  Partai melakukan hubungan resmi dengan Lembaga-
Lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan
negara

• Pasal 26 ART  salah satu tugas manajerial DPP adalah membentuk dan
mengordinasikan Lembaga-Lembaga pendukung Partai

• Ayat 1 Pasal 59 ART  Partai menyelenggarakan hubungan keorganisasian, 
baik secara formal maupun non formal

• OSP: Gema Keadialan, Garuda Keadilan (di bawah DPP Bidang
Kepemudaan), dan PKS Muda

Diskusi

• OSP dapat dibentuk oleh DPD atau kepengurusan partai di daerah

• OSP dapat dibentuk secara permanen atau insidental (misalnya jelang
pilkada)

• PDI Perjuangan dan Golkar (juga Partai Demokrat dan Perindo) 
cenderung longgar dalam pengelolaan OSP  terlihat dari wawancara
dengan beberapa pengurus partai politik yg tidak dapat memberikan
informasi terkait dengan identitas organisasi sayap parpol secara
akurat

• Partai Gerindra dan terutama PKS cenderung lebih ketat dalam
pengelolaan OSP 

• Di Partai Golkar, sebagian dari KINO memiliki status badan hukum, 
misalnya Kosgoro dan Soksi
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• Satgas beberapa partai memiliki satuan tugas (paramiliter) yg
menjadi bagian dari struktur partai politik

• OSP seharusnya menginduk ke partai politik

• OSP sebenarnya mencerminkan derajad sentrasalisasi dan
desentralisasi manajemen parpol

• Ormas yg berbadan hukum seharusnya menjadi satu subyek hukum
yg mandiri (berbeda dengan partai politik)

• NU dan Muhammadiyah bukan merupakan OSP tertentu

• Demikian juga dengan organisasi-organisasi mahasiswa, misalnya
KAMMI, GMNI, PMII, dan PMKRI

• Ada partai politik sebenarnya berasal dari Ormas, misalnya NasDem

• Pengelolaan OSP sebenarnya mencerminkan model atau tipe parpol
 partai berbasis elit dan massa cenderung rapi dalam
pengorganisasian dan partai berbasis catch all cenderung lebih
longgar


